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ABSTRACT 

 

 

HEROES SANDY WIBOWO 1864001025 

THE EFFECT OF EMPLOYEE PLACEMENT AND COMPETENCE ON 

PERFORMANCE OF EMPLOYEES CIVIL SERVANTS IN GENERAL 

SECRETARIAT OF THE MINISTRY OF DEFENSE 

209 Pages, 5 Chapters, x, 48 Tables, 5 Pictures, 8 Attachments 

Bibliography, 30 Books, 14 Journals, 5 Rules 

 

 

 

The Purpose of this study is to examine whether there is an effect employee 

placement and competence on performance of employees civil servants in general 

Secretariat of the Ministry of Defense, using one dependent variable, namely 

employee performance and two independent variables namely employee 

placement and competence. 

 

Locus in this study was conducted within Secretariat General of the 

Ministry of Defense, using a quantitative descriptive method by distributing 

questionaires to 74 respondents. The respondent are all employees in the 

Secretariat General of the Ministry of Defense, the results are then analyzed using 

the SPSS 19 application. 

 

The result of this study indicate the influence of employee placement on 

performance with a regression coefficient of 0, 699 and the influence of 

competence on performance with a regression coefficient of 0, 876 and produce a 

contribution of employee placement to performance by 48,8% and the 

contribution of competence to performance by 76,8%. While the contribution of 

employee placement and competence together to performance amounted to 

77,5%. 

 

From the results of the study it can be concluded that the contribution of 

employee placement gets the smallest result compared to the competence, for that 

it is suggested mapping related types of supporting activities needed by each 

employee in accordance with their fields of work, involve and encourage 

employees in programs or activities that can support the implementation of task, 

conducting enrichment programs, etc. 

 

Keywords: Employee Placement, Competence, and Employees Performance 
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ABSTRAK 

 

 

HEROES SANDY WIBOWO 1864001025 

PENGARUH PENEMPATAN KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN 

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN 

209 Halaman, 5 Bab, x, 48 Tabel, 5 Gambar, 8 Lampiran 

Daftar Pustaka, 30 Buku, 14 Jurnal, 5 Peraturan 

 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti adakah pengaruh 

penempatan pegawai dan kompetensi terhadap kinerja pegawai di lingkungan 

Sekretariat Jenderal Kementeria Pertahanan, dengan menggunakan satu variable 

terikat yaitu kinerja pegawai serta dua variable bebas yaitu penempatan pegawai 

dan kompetensi. 

 

Locus pada penelitian ini dilakukan di Sekretariat Jenderal Kementerian 

Pertahanan, menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan 

kuesioner kepada 74 responden. Responden tersebut merupakan seluruh pegawai 

yang ada di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, hasilnya kemudian 

dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS 19. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh penempatan pegawai 

terhadap kinerja dengan koefisien regresi sebesar 0,699 dan adanya pengaruh 

kompetensi terhadap kinerja dengan koefisien regresi sebesar 0,876 serta 

menghasilkan kontribusi penempatan pegawai terhadap kinerja sebesar 48.8%, 

dan kontribusi kompetensi terhadap kinerja sebesar 76,8%. Sedangkan kontribusi 

penempatan pegawai dan kompetensi secara bersama-sama terhadap kinerja 

sebesar 77,5%. 
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Dari hasil penelitian dapat dismpulkan bahwa kontribusi penempatan 

pegawai memperoleh hasil terkecil dibandingkan dengan kompetensi, untuk itu 

disarankan melakukan pemetaan terkait jenis-jenis kegiatan penunjang yang 

dibutuhkan oleh masing-masing pegawai yang sesuai dengan bidang tugas dan 

pekerjaannya, mengikutsertakan dan mendorong para pegawai dalam program 

atau kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan 

pekerjaannya, melakukan program enrichment. 

 

Kata Kunci : Penempatan Pegawai, Kompetensi, Kinerja Pegawai 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi suatu organisasi atau 

instansi khususnya bila dikaitkan dengan keberhasilan suatu organisasi. 

Dalam ruang lingkup kajian manajemen dan organisasi kata “kinerja” bukan 

kata yang sama sekali baru dan dewasa ini telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan organisasi atau perusahaan dan semua orang yang 

terlibat didalamnya. Dapat disimpulkan bahwa istilah kinerja sudah lama 

dikenal masyarakat sejak zaman pra modern.  

Terdapat setidaknya dua (2) alasan mengapa kinerja menjadi “center 

of gravity” atau “pusat daya tarik” berbagai kalangan. Pertama, perubahan 

lingkungan yang sangat dinamis, turbulen dan tidak menentu menyebabkan 

tingkat persaingan organisasi semakin hari semakin tajam dan bahkan 

mengarah pada situasi yang oleh D’Aveni (1994) disebut sebagai “hyper-

competition”. Kedua, ketertarikan berbagai kalangan terhadap isu kinerja 

terutama karena kinerja merupakan alat ukur yang bisa diandalkan untuk 

mengetahui perkembangan dan kemajuan sebuah organisasi. Lebih dari itu, 

peran kinerja bukan hanya penting bagi kehidupan organisasi tetapi juga bagi 

kehidupan masyarakat pada umumnya. Masyarakat bahkan tidak hanya peduli 



 
 

2 
 

terhadap kinerja organisasi tetapi juga peduli terhadap proses untuk 

menghasilkan kinerja tersebut. Karena itu pula kinerja menjadi faktor penting 

dalam kehidupan organisasi atau instansi serta perusahaan dan sekaligus bagi 

kehidupan masyarakat. 

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka menciptakan pemerintahan 

yang good governance adalah melakukan pembaharuan serta perubahan 

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Salah 

satu perubahan yang dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Presiden 

tentang reformasi birokrasi tersebut adalah untuk menciptakan birokrasi 

pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja 

tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu 

melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-

nilai dasar dan kode etik aparatur negara.   

Adapun yang menjadi visi dari reformasi birokrasi yang tercantum 

dalam lembaran Grand Design Reformasi Birokrasi adalah “terwujudnya 

pemerintahan kelas dunia”. Visi tersebut dijadikan sebagai acuan dalam 

mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional 

dan berintegrasi tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima 

kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar 

mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui penataan 
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pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Sedangkan yang menjadi salah satu 

misi reformasi birokrasi adalah  “melakukan penataan dan penguatan 

organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, 

pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural 

set. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menjalankan misi reformasi 

birokrasi adalah dengan melakukan langkah-langkah perubahan pada 

Sembilan (9) area perubahan. Salah satu area perubahan yang menjadi titik 

berat dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan adalah terletak pada 

sumber daya manusia aparatur. Hal tersebut sesuai dengan sasaran dan hasil 

yang akan dihasilkan yaitu menciptakan sumber daya manusia aparatur yang 

berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan 

sejahtera. Dalam rangka usaha pemerintah guna mempercepat pencapaian 

hasil area perubahan reformasi birokrasi tersebut, maka pemerintah 

menetapkan sembilan (9) Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Program 

percepatan ini sekiranya akan dijadikan sebagai acuan bagi seluruh instansi 

pemerintah untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi 

masing-masing baik Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Dari 

sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi tersebut, terdapat program 

yang bertitik tolak kepada kinerja aparatur yaitu ”Peningkatan Integritas 

Akuntabilitas Kinerja Aparatur”. Salah satu upaya pemerintah dalam 

mencapai percepatan hasil reformasi birokrasi terkait peningkatan kinerja 
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aparatur adalah dengan melakukan manajemen sumber daya manusia dan 

manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa: “Manajemen ASN adalah 

pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, 

memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari 

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017, menyatakan bahwa “Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai 

negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan 

adanya upaya pemerintah dalam melakukan manajemen pegawai negeri sipil, 

maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia aparatur 

yang tinggi.  

Instansi, Lembaga, dan Kementerian tentu memiliki sebuah tujuan 

layaknya sebuah organisasi swasta. Tujuan yang dimaksud adalah bagaimana 

menggerakkan seluruh komponennya dalam hal ini seluruh sumber daya yang 

dimiliki kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi sasaran 

kerja yang telah dirumuskan sebelumnya baik sasaran kinerja instansi maupun 

sasaran kinerja pegawai. 
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Tabel 1.1 

8 area perubahan 

 

 
Sumber: Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 

2010-2025 

 

Pemerintah dalam menjalankan program manajemen pemerintahan 

yang good governance, memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem 

manajemen pemerintah yang baik. Sistem manajemen pemerintahan 

diharapkan memiliki fokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan 

kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Oleh sebab itu, pemerintah 

telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban 

yang jelas, teratur, dan efektif yang biasa kita kenal dengan sebutan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
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didalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari 

berbagai aktivitas alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasin, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban 

dan peningkatan kinerja pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan adalah 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan untuk 

mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah apakah memiliki kinerja tinggi 

atau tidak selama periode pemerintahan yang dijalankan. 

Dalam mengukur setiap kinerja pegawai negeri sipil, dibutuhkan tidak 

hanya penilaian terhadap sikap atau perilaku PNS (kesetiaan, prestasi kerja, 

tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan) 

akan tetapi juga perlu menilai hasil kerja secara nyata. Penilaian prestasi kerja 

PNS adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat 

pelaksanaan pekerjaan dan penilaian terhadap perilaku pegawai. Hal ini sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 pada pasal (1) dalam ketentuan 

umum, menjelaskan definisi dari Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu 

proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai 

terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku PNS. Sistem penilaian terhadap 

kerja Pegawai Negeri Sipil yang berlaku pada saat ini adalah penjumlahan 

dari nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan penilaian Perilaku Kerja. 

Sasaran Kerja pegawai ini adalah merupakan jawaban atas melihat dari 

banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem penilaian PNS dalam 
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bentuk Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3), sekaligus sebagai 

pengejawantahan pasal 12 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999.  

Penilaian prestasi kerja PNS merupakan suatu proses penilaian secara 

sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai 

dan perilaku kerja PNS (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2011). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja PNS, serta dapat 

memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit 

dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian prestasi kerja PNS 

menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan 

Penilaian Perilaku Kerja.  

Keberhasilan dan keutamaan dari sebuah instansi dalam meningkatkan 

kinerjanya dapat diperoleh bila pegawainya dapat menjalankan peran dengan 

baik dalam menjalankan strategi organisasi atau instansi. Pegawai yang 

dibutuhkan instansi adalah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang 

tugasnya. Kompetensi pegawai yang memadai dan sesuai dengan tuntutan 

organisasi atau instansi dapat mendorong tercapainya kinerja dan tujuan 

organisasi dengan lebih baik. Oleh sebab itu Sumber Daya Manusia menjadi 

salah satu faktor penting bagi organisasi atau instansi dan jelas juga bahwa 

kompetensi serta komitmen pegawai sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi atau instansi tersebut. 
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Kinerja organisasi atau instansi sering kali menjadi tidak maksimal 

karena beberapa hal antara lain kurangnya dukungan sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas.  

 

Tabel 1.2 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  

U.O.  Kemhan Tahun 2018 

 

 

Dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Organisasi 

Kementerian Pertahanan Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa semenjak 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 telah terjadi peningkatan kinerja 

namun demikian prosentase peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. 

Berdasarkan analisa peningkatan kinerja organisasi, salah satu yang menjadi 

pokok permasalahan adalah kurangnya kompetensi dan keterampilan dari 

pegawai yang menduduki suatu jabatan. 

64.8

64.9

65

65.1

65.2

65.3

65.4

65.5

2014 2015 2016 2017

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah 
Kemhan Tahun 2014 s.d. Tahun 2017 

 

Nilai
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Pada kondisi ini masih banyak pegawai negeri sipil yang merasa 

bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak sesuai dan sepadan dengan 

kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi yang dimiliki 

oleh seorang pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan yang telah 

ditempuh, pekerjaan, minat, serta pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

pegawai serta kompleksitas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya 

sering kali tidak menjadi pertimbangan dan tidak diperhitungkan oleh 

pimpinan dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian dalam menempatkan 

pegawai pada jabatan dan tugas tertentu. Penempatan pegawai yang tidak 

memadai ini dapat memicu rendahnya produktivitas pegawai dan akan 

mengalami kesulitan dalam mencapai kinerja pegawai yang tinggi dan lebih 

baik.  

Oleh sebab itu Biro Kepegawaian Setjen Kemhan dalam hal ini adalah 

penanggung jawab dalam penyediaan pegawai negeri sipil di Kementerian 

Pertahanan, dituntut agar mampu menghasilkan pegawai negeri yang 

profesional. Upaya menciptakan peningkatan kemampuan pegawai negeri 

sipil guna menghasilkan tenaga profesional melalui kompetensi tersebut dapat 

diperoleh instansi dengan cara mengembangkan sumber daya manusia agar 

dapat berkontribusi bagi peningkatan kinerja. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang memiliki kompetensi dan sikap profesional dalam bekerja, akan sangat 

mungkin dapat mencapai hasil kerja yang diharapkan. Kompetensi yang 

meningkat mendorong kinerja pegawai yang semakin tinggi atau meningkat. 
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Selain upaya mengembangkan sumber daya manusia agar dapat 

berkontribusi bagi peningkatan kinerja, perlu juga adanya upaya penyesuaian 

penempatan pegawai yang memiliki kompetensi dengan bidang pekerjaannya. 

Sehingga untuk mendapatkan sumber daya manusia berkualitas seperti yang 

dimaksud diatas, maka perlu adanya suatu proses manajemen sumber daya 

manusia yang efektif dan efisien serta tepat sasaran.  

Pegawai Negeri Sipil akan selalu dituntut agar dapat bekerja secara 

profesional dengan cara apabila pegawai tersebut ditempatkan pada jabatan 

yang sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengetahuan, serta kesesuaian 

dengan pengalaman kerja, minat terhadap pekerjaan, serta didukung oleh 

kebijakan instansi yang dapat memacu pegawai dalam bekerja. Penempatan 

Pegawai atau placement merupakan proses memanfaatkan kompetensi yang 

dimiliki pegawai (pengetahuan, keterampilan dan keahlian) dengan 

menempatkannya pada bidang tugas yang dianggap sesuai serta 

mendistribusikan pegawai berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki pegawai 

untuk berhasil pada pekerjaannya. Sehingga dapat dismpulkan bahwa dalam 

mendapatkan pegawai yang profesional serta sesuai dengan bidang 

penempatan kerjanya, diperlukan suatu pengelolaan sumber daya manusia 

yang efektif dan efisien khususnya terhadap aparatur atau pegawai negeri 

sipil.     
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  Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi 

penekanan dan faktor penting adalah pelaksanaan dalam pengangkatan dan 

penempatan dalam jabatan baik jabatan struktural dan jabatan fungsional. 

Proses seleksi yang menjadi bagian dari proses pengangkatan pegawai 

merupakan langkah awal bagi suatu organisasi untuk dapat memperoleh 

pegawai yang berpestasi dan berkualitas, sehingga dapat menunjang 

tercapainya tujuan organisasi dengan baik.  

Proses seleksi Pegawai Negeri Sipil dalam pengangkatan jabatan yang 

dilaksanakan dengan baik dan benar akan menciptakan dan menghasilkan 

penyelenggaraan kepegawaian organisasi yang sehat. Namun demikian 

sebaliknya, apabila proses pelaksanaan seleksi dilakukan tanpa 

mempertimbangkan faktor prestasi dan kualitas serta tidak tepat sasaran 

apalagi terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, tentu akan mengakibatkan 

dampak yang tidak sehat. Dampak dari pelaksanaan seleksi yang tidak tepat, 

maka akan berdampak secara langsung pada efektifitas dan efisiensi 

organisasi seperti tidak tercapainya tujuan organisasi, hubungan kerja antar 

pegawai yang tidak sehat atau tidak harmonis, menimbulkan kecemburuan 

sosial antar pegawai, menghasilkan cara kerja yang kurang efektif dan efisien, 

bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa dampak terburuk dari 

penyelenggaraan kepegawaian dalam hal ini adalah pelaksanaan seleksi yang 

tidak tepat dan sehat adalah dapat menimbulkan konflik antar pegawai dalam 

suatu organisasi baik secara vertikal dan horizontal. 
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Pelaksanaan seleksi yang benar serta tepat sasaran dalam 

pelaksanaannya, akan mendapatkan aparatur sipil negara yang benar-benar 

sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi. Aparatur Sipil Negara 

yang dikategorikan sesuai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah aparatur sipil negara yang 

memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih 

dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan 

pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai 

unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Dalam hal 

ini pegawai yang dipilih melalui proses seleksi yang tepat, maka pegawai 

tersebut akan mendapatkan kepuasan apabila mereka ditempatkan pada 

jabatan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dengan 

penempatan pegawai yang sesuai dengan posisinya, pegawai akan 

bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan memberikan hasil yang 

terbaik bagi organisasi. Apabila pelaksanaan seleksi yang dilaksanakan benar 

dan tepat, maka akan terjadi kesesuaian dalam penempatan pegawai. Selain 

dapat menimbulkan kepuasan bagi pegawai itu sendiri, pelaksanaan seleksi 

yang tepat sasaran juga dapat berdampak kepada kinerja dari individu 

pegawai tersebut dan secara otomatis akan mampu meningkatkan kinerja 

instansi atau lembaga dimana pegawai tersebut berada. 
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Penempatan yang dilakukan organisasi terhadap pegawai yang telah 

sesuai dengan kemampuan dan kualitas yang dimilikinya, tentu akan semakin 

mudah juga bagi organisasi dalam melihat kinerja pegawai maupun kinerja 

organisasi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penempatan pegawai merupakan 

faktor penting dalam organisasi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya 

manusia dalam mencapai tujuan organisasi yaitu adanya peningkatan kinerja. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penempatan pegawai bertujuan 

menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang sesuai dengan minat dan 

kemampuannya, sehingga akan menjadi sumber daya yang produktif.    

Pelaksanaan kegiatan penempatan pegawai dalam fungsi kepegawaian 

dimulai setelah organisasi melaksanakan kegiatan penarikan dan seleksi, yaitu 

pada saat seorang calon pegawai maupun calon pejabat dinyatakan diterima 

dan siap untuk ditempatkan pada jabatan atau unit kerja yang sesuai dengan 

kualifikasinya. Sebelum pegawai tersebut dinyatakan terpilih untuk 

menempati jabatan yang sesuai dengan jabatannya, maka terlebih dahulu 

dilakukan proses seleksi yang sangat ketat sesuai dengan ketetapan undang-

undang yang berlaku. Terdapat beberapa metode seleksi pegawai antara lain 

dengan metode ilmiah dan metode non ilmiah. Metode seleksi secara ilmiah 

adalah cara seleksi yang mendasarkan pada data yang diperoleh dari job 

specification serta dilakukan dengan analisis cermat tentang unsur-unsur yang 

akan diseleksi supaya diperoleh pegawai yang berkompeten dengan 

penempatan yang tepat. Sedangkan Metode seleksi secara non ilmiah adalah 
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seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar atau 

spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada 

perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian 

pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. 

Salah satu metode seleksi pegawai yang bisa diterapkan untuk menilai 

seorang pegawai apakah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan adalah 

dengan menggunakan metode penilaian individu pegawai yang berbasis pada 

metode Assessment Center. Sehingga dengan penilaian individu pegawai 

dengan menggunakan metode Assessment Center, maka organisasi akan 

mudah untuk menilai pegawai tersebut apakah memiliki kompetensi atau 

tidak. Sehingga penempatan pegawai yang diharapkan akan menghasilkan 

pegawai yang berkualitas dan berkinerja dapat tercapai dan terlaksana dengan 

menggunakan metode penilaian Assessment Center.     

Proses seleksi yang benar dan tepat akan mempengaruhi efektivitas 

penempatan kerja, dimana apabila penempatan kerja yang dilakukan sudah 

sesuai dengan kompetensi dan bidang pekerjaannya maka akan terciptanya 

efektifitas dan efisiensi dari organisasi tersebut, istilah ini dikenal dengan 

istilah konsep “The Right Man In The Right Place”. Hal ini dapat contohkan 

apabila seorang pegawai yang memahami dan memiliki kompetensi dibidang 

keuangan dan anggaran harus ditempatkan sesuai dengan dengan jabatan yang 

memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kemampuannya. Sehingga 
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efektifitas dan efisiensi organisasi khususnya terkait peningkatan kinerja akan 

dapat tercapai. 

Manajemen ASN yang prakteknya merupakan Manajemen SDM 

berbasis kompetensi dapat didefinisikan sebagai “suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian fungsi kepegawaian mulai 

dari rekruitmen sampai dengan pensiun dimana proses pengambilan 

keputusan-keputusannya didasarkan pada informasi kebutuhan standar  

kompetensi jabatan dan individu serta informasi lain yang ditetapkan dalam 

persyaratan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)  untuk mencapai kinerja 

organisasi”. 

Perencanaan sumber daya aparatur merupakan unsur utama dalam 

keberhasilan suatu proses manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah 

satu faktor terpenting dalam perencanaan sumber daya aparatur adalah 

pelaksanaan pengangkatan dan penempatan dalam jabatan. Kesalahan dalam 

tahap pengangkatan jabatan pimpinan akan menimbulkan hambatan terhadap 

penyelenggaraan organisasi tersebut, seperti halnya dapat diberikan contoh 

bahwa apabila tidak dilakukan proses pengangkatan dan penempatan pegawai 

secara benar akan menimbulkan kecurigaan satu sama lain, kurang adanya 

jalinan komunikasi, kerjasama yang kurang harmonis, sering terjadinya 

ketegangan atau konflik antar pimpinan dan bawahan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dengan keadaan seperti itu akan menghambat proses kerja 

yang efektif dan efisien. Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan suatu 
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organisasi terhadap pengangkatan dalam jabatan merupakan satu diantara 

langkah-langkah didalam keseluruhan proses pengelolaan sumber daya 

manusia.  

Pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Biro Kepegawaian Setjen 

Kemhan memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pengangkatan 

pegawai baik pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS), pengangkatan 

jabatan struktural serta fungsional. Pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dalam jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa 

aspek dan beberapa hal seperti mempertimbangkan faktor-faktor pendidikan 

dan pelatihan, kompetensi, masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan 

dalam jabatan sebagai alat ukur untuk peningkatan pegawai sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pola Karier 

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan. 

Dari hasil pengamatan yang ditemukan dilapangan menggambarkan 

bahwa dalam pengangkatan dan penempatan PNS dalam jabatan tertentu 

seringkali tidak hanya murni berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung 

jawab dan wewenang, melainkan ada juga pengangkatan yang dilakukan 

berdasarkan kedekatan secara individu antara seorang pegawai dengan 

pimpinan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan dan 

penempatan pegawai dalam prakteknya sering tidak sesuai prosedur dan tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait 

kepegawaian. 
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Atas dasar tersebut diatas itulah yang sering menimbulkan 

permasalahan terkait kepegawaian, antara lain adanya rasa ketidaksenangan 

yang timbul dengan pejabat yang diangkat karena pengangkatan yang tidak 

sesuai prosedur dan perundang-undangan dan ada rasa kekecewaan bagi 

pegawai lain dan merasa ada ketidakadilan dalam perlakukan antar pegawai. 

Adanya rasa ketidaksenangan ini sering berdampak pada menurunnya 

semangat kerja pegawai dan tingkat kerjasama antar pegawai dengan pegawai 

dan pimpinan dengan pegawai, dan sehingga pada akhirnya pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawab bersama antara pimpinan dan bawahan tersebut 

menjadi terhambat penyelesaiannya dan menimbulkan hasil pekerjaan yang 

kurang baik sehingga mengakibatkan menurunnya prestasi kerja pegawai. 

Kompetensi adalah menjadi faktor penting dan perlu menjadi faktor 

yang harus diperhatikan dalam peningkatan kinerja dalam suatu instansi atau 

lembaga baik instansi atau lembaga pemerintahan maupun swasta. Dalam 

beberapa instansi pemerintah khususnya di Sekretariat Jenderal Kementerian 

Pertahanan, masih banyak dijumpai Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan 

tugas dan pekerjaannya tidak sesuai dengan latar belakang ilmu serta 

pengalaman kerjanya sebagai mana mestinya. Kompetensi PNS dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya serta dalam memberikan 

pelayanan masih belum mencerminkan standar harapan publik. Hal ini yang 

menjadi dasar Ombudsman dalam memberikan nilai yang kurang baik (zona 

merah) kepada Kementerian Pertahanan pada tahun 2017 terkait penilaian 
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kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, dimana perhatian lembaga 

Ombudsman tertuju pada persyaratan pelayanan, kepastian waktu dan biaya, 

prosedur, alur pelayanan, sarana pengaduan, dan kualitas pelayanan terkait 

bahan peledak. Namun demikian setelah ditelusuri lebih lanjut oleh pihak 

Kemhan bahwa terdapat kesalahan pemahaman antara keterbukaan informasi 

yang umum dan yang dikecualikan. Pada konteks informasi bahan peledak 

memang menjadi bagian keterbukaan informasi publik yang dikecualikan 

karena dapat berdampak dan berpotensi terhadap keamanan suatu negara. 

Kesimpulannya adalah terdapat pegawai yang kurang berkompeten dan 

kurang memenuhi standar pelayanan dalam memberikan pelayanan dan 

informasi kepada lembaga Ombudsman tersebut.  

Salah satu kendala yang ditemukan dalam upaya mencapai standar 

pelayanan dan pencapaian tujuan tersebut adalah belum maksimalnya kinerja 

pegawai yang berkaitan dengan penyelesaian beberapa pekerjaan tepat waktu 

dan sesuai target yang telah ditetapkan dan kurangnya aparatur yang 

berkompeten dengan kegiatan yang bersifat teknis sehingga mempengaruhi 

mutu kegiatan serta masih banyak PNS yang berada pada posisi yang kurang 

tepat dengan keahlian atau kompetensinya, sehingga posisi pegawai yang 

tidak tepat mengakibatkan kurang optimalnya pegawai dalam mengerjakan 

apa yang menjadi tugasnya. 

Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat 

PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang 



 
 

19 
 

memiliki semangat dan disiplin kerja yang rendah dan sering meminta ijin dan 

meninggalkan kantor pada saat jam kerja, masih terdapat pegawai yang 

bekerja tidak sesuai antara kompetensi dengan bidang pekerjaannya, serta 

terjadi penurunan minat pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaannya misalnya saja 

minimnya peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan berbasis 

pengetahuan teknis. Perilaku negatif tersebut tentu saja dapat berdampak 

kepada kinerja pegawai, sehingga dapat mempengaruhi kinerja organisasi 

secara keseluruhan.   

Dalam upaya mengukur tingkat kemampuan kompetensi pegawai 

dalam bidang jabatannya khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertahanan, Biro Kepegawaian telah melaksanakan kegiatan Uji 

Kompetensi Teknis pada tahun 2017 melalui unit Assessment and 

Development Center sebagai pelaksananya. Unit Assessment and 

Development Center itu sendiri diresmikan oleh Menteri Pertahanan pada 

tahun 2013.  Pelaksanaan kegiatan program Uji Kompetensi Teknis itu sendiri 

memiliki target pengujian kepada seluruh pejabat struktural eselon IV di 

lingkungan Kementerian Pertahanan dengan tujuan untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat kesesuaian antara kompetensi pejabat struktural eselon 

IV dengan penempatan bidang tugasnya. Hasil dari pengujian ini menjadi 

dasar Biro Kepegawaian dalam rangka menentukan kebijakan apa yang akan 

diambil guna peningkatan kinerja organisasi. 
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Dari hasil pengujian terhadap kompetensi pegawai Kementerian 

Pertahanan khususnya bagi pejabat struktural eselon IV yang telah menjabat 

kurang lebih selama dua (2) tahun, terdapat fakta bahwa masih banyak pejabat 

struktural eselon IV yang kurang menguasai atau tidak berkompeten pada 

bidang tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan Uji Kompetensi 

Teknis (UKT) yang dilaksanakan bagi pejabat struktural eselon IV di 

lingkungan Kementerian Pertahanan pada tahun 2017. Dari hasil Uji 

Kompetensi Teknis (UKT) tersebut didapatkan hasil bahwa lebih dari 70 % 

pejabat struktural yang ada di lingkungan Kementerian Pertahanan tidak 

sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan pegawai tersebut. Hal ini 

menjadi kekhawatiran tersendiri bagi organisasi dalam hal ini adalah 

Kementerian Pertahanan terhadap upaya pengelolaan sumber daya manusia 

yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja instansi atau 

lembaga. 

Permasalahan diatas dapat menggambarkan bahwa masih terdapat 

pejabat struktural eselon IV yang ditempatkan tidak berdasarkan kesesuaian 

antara kompetensi dengan bidang tugasnya. Sebagai contoh saja, saat ini 

masih terdapat pegawai yang berlatar Sarjana Keuangan yang notabenenya 

memahami seluk beluk dari keuangan ditempatkan pada bagian diluar dari 

bidang pendidikannya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dari 

produktifitas kerja seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian 

Pertahanan itu sendiri. Peningkatan dalam efektivitas penempatan pegawai 
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negeri dalam tugas dan pekerjaan PNS khususnya di Kementerian Pertahanan, 

sangat penting dalam meningkatkan serta mendukung terciptanya good 

governance.  

Tabel 1.3 
 

Rekapitulasi Hasil Penilaian 

Uji Kompetensi Teknis Pejabat Struktural Eselon IV 

di Lingkungan Kementerian Pertahanan TA. 2017 
 

No Satker/Sub Satker Nilai Uji Kompetensi Jumlah  

Es IV   Rendah Cukup Baik Baik Sekali 

1 SekretariatJenderal 27 35 14 0 76 

2 Inspektorat Jenderal 17 7 0 0 24 

3 Ditjen Renhan 6 7 28 24 65 

4 Ditjen Strahan 13 98 13 0 124 

5 Ditjen Pothan 1 26 43 1 71 

6 Ditjen Kuathan 9 55 9 0 73 

7 Balitbang 33 22 0 0 55 

8 Badiklat 30 17 0 0 47 

9 Baranahan 34 36 10 0 80 

10 Bainstranas 7 12 0 0 19 

11 Pusku 3 3 10 0 16 

12 Pusdatin 3 8 5 0 16 

13 Puskom Publik 6 8 2 0 16 

14 Pusrehab 6 15 0 0 21 

15 Unhan 10 40 1 0 51 

Total 205 389 135 25 754 

Persentase 27,2% 51,6% 17,9% 3,3% 100% 

Sumber: Data Rekapitulasi Hasil UKT Unit Assessment and Development Center 

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Teknis yang telah dilaksanakan 

tersebut diatas dan beberapa permasalahannya, perlu dilakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Penempatan Pegawai Dan Kompetensi Terhadap 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Sekretariat Jenderal Kementerian 

Pertahanan”.    

 

B. Rumusan Permasalahan  



 
 

22 
 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Penempatan Pegawai berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan? 

2. Apakah Kompetensi Pegawai berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan? 

3. Apakah Penempatan Pegawai dan Kompetensi berpengaruh terhadap 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertahanan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Mengacu dari latar belakang masalah dan perumusan masalah, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Penempatan Pegawai terhadap 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertahanan? 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal Kementerian 

Pertahanan? 



 
 

23 
 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Penempatan Pegawai dan 

Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan? 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

atau khazanah pengetahuan dalam mengkaji dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh untuk dipraktekkan secara nyata dan 

mengambil manfaat atas hasil akhir dari penulisan tesis ini. 

2. Bagi organisasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan 

oleh organisasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dan atau kebijakan tentang pengelolaan sumber daya 

manusia dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja atau kinerja. 

3. Bagi Akademisi dan praktisi, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai 

Pengaruh Penempatan Pegawai dan Kompetensi terhadap Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal Kementerian 

Pertahanan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Pada bab ini adalah merupakan akhir dari rangkaian analisis dan kajian 

terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sebagai bagian akhir, 

maka bab ini akan menyajikan benang merah terhadap bab-bab sebelumnya 

yang disimpulkan sebagai berikut:  

1. Dari hasil penghitungan bobot pada deskripsi jawaban responden, 

terdapat nilai tertinggi dan terendah dari masing masing variabel, 

yaitu: 

a. Variabel Penempatan Pegawai (X1) 

1) Nilai tertinggi terdapat pada indikator “Posisi yang 

Saudara jabat saat ini menuntut Saudara untuk bisa 

mengoperasionalkan komputer“. 

2) Nilai terendah terdapat pada indikator “Saudara mudah 

lelah ketika dihadapkan dengan pekerjaan yang 

banyak“. 

b. Variabel Kompetensi (X2) 
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1) Nilai tertinggi terdapat pada indikator “Berusaha 

bertindak dan berkata jujur dalam melaksanakan 

pekerjaan“. 

2) Nilai terendah terdapat pada indikator “Saudara sering 

menghadiri kegiatan keagamaan sebagai penunjang 

tugas Saudara“. 

c. Variabel Kinerja Pegawai (Y) 

1) Nilai tertinggi terdapat pada indikator “Saudara dapat 

menyelesaikan seluruh pekerjaan diberikan“. 

2) Nilai terendah terdapat pada indikator “Saudara selalu 

merasa kualitas kerja Saudara semakin baik“. 

2. Dilihat dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

a. Variabel Penempatan Pegawai (X1) terhadap Kinerja Pegawai 

(Y) menghasilkan nilai positif (+) dengan persamaan regresi 

Y=21,877+0,697X 

b. Variabel Kompetensi (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) 

menghasilkan nilai positif (+) dengan persamaan regresi 

Y=3,575+0,872X 

c. Variabel Penempatan Pegawai (X1) dan Kompetensi (X2) 

terhadap Kinerja Pegawai (Y) secara bersama-sama 



 
 

198 
 

menghasilkan nilai positif (+) dengan persamaan regresi 

Y=2,130+0,127X1+0,780X2 

 

B. Saran  

 

Dari hasil kesimpulan diatas dimunculkan saran-saran agar terjadi 

peningkatan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertahanan dapat dilakukan yang berkaitan dengan penempatan 

pegawai dan kompetensi antara lain sebagai berikut:  

1. Dengan melihat dari hasil jawaban responden pada variabel 

penempatan pegawai (X1) terdapat indikator yang menghasilkan nilai 

terendah yaitu “Saudara mudah lelah ketika dihadapkan dengan 

pekerjaan yang banyak“, dari indikator tersebut sikap yang harus 

dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan adalah 

sebagai berikut: 

a. Membuat laporan Analisis Beban Kerja (ABK) dari semua 

jabatan yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertahanan secara berkelanjutan guna 

menghindari terjadinya peningkatan beban kerja yang 

disebabkan oleh perubahan organisasi dan sebagainya. 

b. Melakukan pemenuhan Daftar Susunan Personel (DSP) yang 

masih kosong disesuaikan dengan perhitungan ABK. 
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c. Melakukan penempatan pegawai yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi yang didasarkan pada latar belakang 

pendidikan, pengalaman kerja, serta minat pekerjaan. 

d. Memperbaharui data personel secara berkala yang ada pada 

aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) guna 

pemanfaatan dalam system penempatan pegawai. 

e. Memberikan penghargaan serta insentif kepada pegawai yang 

diberikan pekerjaan atau tugas tambahan diluar dari beban 

kerja yang seharusnya. 

 

2. Dengan melihat dari hasil jawaban responden pada variabel 

kompetensi (X2) terdapat indikator yang menghasilkan nilai terendah 

yaitu “Saudara sering menghadiri kegiatan keagamaan sebagai 

penunjang tugas Saudara“, dari indikator tersebut sikap yang harus 

dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan adalah 

sebagai berikut: 

a. Melakukan pemetaan terkait jenis-jenis kegiatan penunjang 

yang dibutuhkan oleh masing-masing pegawai yang sesuai 

dengan bidang tugas dan pekerjaannya (diklat, kursus, 

workshop, seminar, ceramah, dsb). 

b. Mengikutsertakan dan mendorong para pegawai dalam 

program atau kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang 
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pelaksanaan tugas dan pekerjaannya (diklat, kursus, workshop, 

seminar, ceramah, dan sebagainya). 

c. Melakukan program enrichment yaitu program penambahan 

tugas dan tanggung jawab pada posisi yang sama namun 

dengan pekerjaan yang lebih menantang atau lebih banyak dari 

sebelumnya. 

d. Melakukan uji kompetensi kepada seluruh pegawai yang ada di 

lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan guna 

mengetahui dan mendapatkan informasi terkait tingkat 

pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. 

e. Melakukan rotasi pegawai dari satu bagian ke bagian yang lain 

dalam satu kerja yang sama agar pegawai mendapatkan 

pengalaman baru dalam pekerjaan yang dapat berdampak pada 

kompetensinya. 

 

3. Dengan melihat dari hasil jawaban responden pada variabel kinerja 

pegawai (Y) terdapat indikator yang menghasilkan nilai terendah yaitu 

“Saudara selalu merasa kualitas kerja Saudara semakin baik“, dari 

indikator tersebut sikap yang harus dilakukan oleh Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertahanan adalah sebagai berikut: 
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a. Memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk 

mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang sesuai 

dengan bidang tugas pekerjaannya. 

b. Memberikan pekerjaan-pekerjaan yang menantang kepada 

pegawai agar mendapatkan pengalaman dan pengembangan 

diri dari setiap permasalahan yang dihadapi. 
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